PUTUSAN
Nomor 1025/Pdt.GI2016/PA.Bm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara:
Firmansyah bin H. Suaeb, umur 38 tahun, agama tsiam, pendidikan , pekenaan

Wiraswasta, tempat tinggal d RT.Q006 RW. 002 Kelurahan Sadia

Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Pemeohon;

Berdasarkan surat kuasa ¥Xhusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengaoilan Agama
Bima Momor : 119 {2016/PA Bm, memberikan kuasa kepada Syamsuddin MS.SH.
Advokat/Penasenat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kahanudin desa Tengah.

kecamatan Woha, Kabupaten Bima. selanjutnya disebul Kuasa Pemohon:
melawan

Dewi Sartika binti Syamsuddin, umur 25 1ahun, agama tslam. pendidikan . pekerjaan
Urusan rumah tangga. tempat tinggal di BTN Sadia RT.012 RW. 003

Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebul :
Telah mempelajari sural-surat yang berkaitan dengan perkara ni.

Telah mendengar Keterangan Pemchon, Termohon sefa para saksi di muka sidang:
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DUDUK PERKARA

Menimbang. bahwa Pemaohon dalam surat permohgnannya tanggal 28 Juli
2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima dengan Nomaor 1025/Pdt Gf2016/PABm tanggal 28 Juli 2016

dengan dali-daiil sebagai berikut :

|. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isti yang sah menikah pada
hari Kamis tanggal 17 Februari 2011.dan lelah dicatat oleh Pegawal pencalat
Nikan Kantor Urusan Agama Keecamalan Langgudu Kabupalen Bima (Kulipan Akta

Nikah Nornor : 51422 ¢ 1l 7 2011 1anggal 14 Febmar 2011

ot

Balwa selelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohen befempat tinggalk
di rumah kediaman grang lua Pemohon dan terakhir kontrak di perumahan BTN
Sadia dan. Selama pernikahan tersebul Pemochon dengan Ternohon lelah tidup
rukun sebagaimana layaknya suarmi isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak
perempuan bernama Dizita Nafisyah (P) urnur 4 tahun |

1 Pahwa kurang lebih sejak lahun 2014 anlara Pemohon dengan Tarmohnon 1erus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan anlara lain

a. Termohon seang memukul dan menyiksa anak sarpai anak tersebul manangis

b Termohon lidak menghargai Pemohon sepagai Kepala Keluarga

1 Bahwa melihat perbuatan Termohen yang tidak mau perubah dan tetap memukul
dan menyiksa anak kandungnya serta Termohon tidak menghargai lagl Pemaohon
sebagai kepala keluarga, maka akibat dan perselisinan dan pertengkaran tersebut
lebin kurang pada bulan Juli 2016 Pemohan pergi meninggaikan kediaman
bersama. dan Pemghon kembali ke rumab orarg tua Femohon ity berangsung

sampai sekaranyg:
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5 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Femohon dan Termohon sedemikian

rupa sifalnya, maka Pemohon bermaksud mengakhifi perkawinan dengan
Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima dan unluk itu FPemohon
mohon agar Pengadilan Agama Bima menjatuhkan falak satu rajl terhadap
Termohan;

¢ Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh
keluarga dan tokeh masyarakat namun tidak berhasil ;

Rerdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohan mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Bima memeriksa dan mengadil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi -
DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabutkan permehonan Pemohon;

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon {Firmansyah hkin H. Suaeb) untuk
menjatunkan talak saw Raji terhadap Temmohon (Dewn Sartika binti

Syamsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR.

Dan atau menjatubkan putusan lain yang seadil-adiinya berdasarkan
perimbangan Majelis Hakim:

Bahwa, pada har persidangan yang telah ditetapkan Pemaohon dan
Termohan datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga.

namun tidak berhasii,
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Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melaiui proses mediasi cleh
mediator yang disepakati cleh kedua belah pihak. yzkni Drs. H Mukhtar, SH MH
{Hakim Pengadilan Agama Bima). akan tetapi upaya perdamaian/mediasi
tersebut tidak berhasil {gagal} karena Pemahon tetap pada pendiriannya untuk
bercerar

Bahwa, oleh karena upaya perdamalan metalur mediasi tidak berhasil,
maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permochonan Femohan
yang isinya tetap dipertahankan cieh Pemohon dzlam sidang tertutup untuk

Uenum,

Bahwa., terhadap permohonan Pemohan tersebut.  Termohon
mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Termohon secara tegas menclak dalil-dalil permghonan Cerar Talak
yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

- Bzhwa Termohen membenarkan posita point nomor 1 {satu);

- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 2 {dua);

- Bahwa Termchon membantah pasita point 3 (tiga). benar Termohon pukul
anak tetapi untuk mendidiknya, dan tidak benar Termohon tidak menghargai
Pemohon,

- Bahwa bhenar posita point 4, Pemohon pergi meminggalkan Termohon dan
dan sekarang sudah pisah rumabh;

- Bahwa pada dasarnya Termchon tidak ingin bercerai dengan Pemohon.
namun kalau Pemochon tetap ingin  menceraikan, maka Termohon
menerimanya dengan beberapa tuntutan balik yvang harus dibayar oleh

Femohon:
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DALAM REKONVENS)

Bahwa. selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan pula
gugatan Rekonvensi dimana Termohon disebut sebagai Penggugat dan
Femohon disebut sebagal Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikyt ;

- Bahwa, Penggugat {etap pada jawabannya;

- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknyz maka Penggugat
menuntut natkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000.- (Lima
belas juta rupiah} Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.006.000.- (Sepuluh
juta rupian), dan nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 5 000.000.- (Lima juta
rumahn ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan
replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permoheonannya, dan atas
tuntutan  balik Temohon KonvensifPenggugat Rekonvensi.  Permohon
KonvensifTergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan
kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
nafkah lddah sejumlah Rp. 3.000.000 - {Tiga juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp.
3.000.000- (Tiga juta rupiah) dan Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp.
1.000.000,- { Satu juta rupiah },-

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan
duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya
dan tetap dengan turtutannya:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah
mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Karlu Tanda Penduduk NIK 5272012003830002 tanggal 28 Juni
2012 yang dikeluarkan cleh Pemerintah Kabupaten Bima dan  teigh

dibubuli  meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan
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curat aslinya temvyata fotokopi tersebut cocok sesyai aslinya, kemuthan
diperi tanda P 1.

2 Fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 51/22/W/2011  yang dikeluarkan dleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. pada tanggal
17 Februar 2011 dan telah dibubum  meteral  dan setelah fotokopi
diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut
cocok sesuai aslinya. kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis. Pemohon juga mengajukan dua orang

saksi. keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di

bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. Misbah binti Syamsudin, umur 36 tahun, agama lslam, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, bertempat tnggal di Rt. 03 Rw. 03 Desa Rasabou,
Kecamatan Balo, Kabupaten Bima;, di hadapan persidangan tersebut saksi
memberikan keterangan i bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagal
berikut:

. Bahwa saksi kenal dengan Femohon dan Termohon,

. Bahwa Permohon dengan Termohon adalah suam istri sah,

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
orang anak;

- Bahwa rumah tangga Femohon dengan Termochon senng terjadi perselisihan
dan pertengkaran,

- Bahwa penyebah perengkaran itu karena masalzh anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang
lebin 2 bulan |

. Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
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. Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkanmendamaikan Femahen

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasi dan menurut saksi keduanya
sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan 5aja;

Saksi 2. Erwin hin Abdul Akhir, umur 20 tahun, agama |slam, pekerjaan

#Mahasiswa, bertempat tinggal di Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Sadia, Kecamatan

Mpunda, Kota Bima, di hadapan persidangan  tersebut saksi memberikan

ketarangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termaohon,

. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarumar 1
orang anak;

. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan
dan pertengkaran,

- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena ekonomi;

Bahwa antara Pemohon dan Termehon sudah pisah rumah selama kurang
lebih 2 bulan ;

. Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersamsz,

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohan
dengan Termahon. akan tetapi tidak bernasil dan menurut saksi keduanya
sudah sult didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan 53)a;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemaohon
membenarkannya, sedangkan Temmohon memhbantah sebagian keterangan
saksi-saksi tersebut,

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti
lagi dan dalam kesimpuian keduanya tetap mempertahankan dalil permaohonan

dan jawabannya serta mohon putusan |
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Bahwa untuk mempersingkat uraian Futusan ini maka segala hal ikhwal
yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatvan dengan
Putusan in;
PERTIMBANGAN HUKLUM
Dalam Konvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permoehonan Pemchon adalah
sebagaimana yang terurai di atas:
Menimbang, bahwa pada har persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,
Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-
pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomaor 7
Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud
Pasal 134 R.Bg. jo. PERMA Nemor 1 Tahun 2016 melalei mediator yang telah
ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs, H. Mkhtar, SH.MH, namun upaya tersebut
tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang  tertutup untuk
umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permobanannya,
Menimbang, bahwa Femahon mengajukan permohonan cerai talak
terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu
" diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termehon tidak
mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemochon, dan lebih memilh
tinggal di Kost-kost an kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama
sehingga teriadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang:
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termchon
memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian permohoenan

Pemohon dan membantah sebagian yang lain serts keberatan bercerai,

Him. 8darn 18 Putusan Nomor 1025/Pdt Gr2016/PA BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

jawaban mana disamping menjawab pokok perkara, Temmohon juga

menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim  akan
dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemschon menyampaikan Replik tetap pada
permohonannya dan Termohon menyarmpaikan Duplik tetap pada jawaban dan
tuntutannya.

Menimbang bahwa dan jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa
pokok masalah dalam rumah tanggs FPemohon dan Termohon adalah seringnya
terjadi perselisthan dan pertengkaran. dan apakah pertengkaran meareka sudah
sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  permohonan
Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat {P 1), maka dapat dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam  surat
permghonan yang merupakan wilayah yunsdiksi Pengadilan Agama Bima
sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permahonan
Femohon, maka pengajuan permohanan ijin talak ini telah sesuai denpan
ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomar 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa akta autentik sehingga
tedah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istn sah dan
Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagl Pemohon
dalam mengajukan perkara cera talak di Pengadilan Agama Bima,

Menimbang, bahwa terhactap alasan perceraian sebagaimana yang

didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban;
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Menimbang, bahwa teriepas dari sebab terjadinya perselisinan dan
pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemochon dan
menurut Termohon Maijelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan
seringnya terjadi perselisinan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemahon
dan Termmohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan
dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah
menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemaohon dan
Termohon sering tenadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan
Pasal 76 ayat {1) Undang-undang Nomar 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nemor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1975 maka masih hamis didengar
keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon telah
memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemchon dan
Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tdak sanggup lagi
untuk merukunkan Pemochon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai
bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Permghon dengan
Termohor,

Menimbang. bahwa fakia tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohen telah terjadi pertengkaran secara terus menerus
yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan
rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan

perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi {vide Pasal 1 Undang-Undang Nomaor 1

Him. 10 dan 18 Putusan Nomor 1025/Fdt G2016/CA.8M.
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Disclaimer

Tahun 1974 {entang perkawinan jo. Fasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1891},

Menimbang, babhwa dari fakta-fakta tersebut. Majelis Hakim menilai
bahwa rumah tangga Pemohen dengan Termchon telah pecab (broken
marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 jo. Pasal 118 huruf (fy Kompilasi
Hukurn Islam, dengan demikian permohonan Pemaohan telah terbukti beralasan
hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan
talak terhadap Termghon, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-

Bagaraah ayat 227 sebagai berikut
{TT'\':'EJE_JI} l;.lﬁ.z::ludiﬂdujmuyp oy

artinya : "Dan jika mereka berazam (berfelap hal) untuk talak maka

sesungguhnya Alfah maha mendengar lagt maha mengetahui” -

Calam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termahaon mengajukan gugatan Rekonvensi pada
tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih
lanjut. dan apa yang telah dipettimbangkan dalam Konvensi menjadi
perimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (5} dan
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Namor 043 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 jo

Hint 171 dan 18 Futusan Nomor 1025/Fdl GA2016/PA EM.
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Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan. sehingga Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi
mengenal natkah iddah sebesar Hp. 15.000.000 - (Lima belas juta rupiah),
tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar  Rp. 3.000.000 -
(Satu juta lima ratus ribu rupiah). maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf
{b) Kompilasi Hukum Islam. menygbutkan bahwa " Bifamana perkawinarn putus
karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan
kiswah kepada bekas isterni selama dalam iddah, kecuali bekas isten telah
dijatuhi falak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil . maka
berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa
Penggugat rekonvens: tidak terbukti sebagai isteri yang pernab dijatubi talak

ba'in atau tidak terbukti nusyuz. karena keretakan yang terjadi dalam rumah

tangga kedua beiah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat
Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk
membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran. kelayakan dan standar
kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasitan Tergugat
rekonvensi sebagal seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim
menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi Iddah  sebesar Rp.
3.000.000 (Tiga juta rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi
mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000- {Sepuluh juta rupiah],
tuntutan mana disanggupi oieh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.-
{Tiga juta rupiah} maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 huruf {a) Kompilasi

Hukum Istam. menyebutkan bahwa " Bilamana perkawinan pulus karena falak,

Him 12 dan 18 Putusan Nomor 1028PdLG/2016/FA BM
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maka bekas swami wajib membenkan mut'ah yang layak kepada bekas
isterinya baik herupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla dukhui
* maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta
bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukt sebaga isteri yang pernah dijatuni
talak ban atau tidak terbukii nusyuz, karena keretakan yang tenadi dalam
rumah tangga kedua belah pihak bukanlah gemata-mata atas kesalahan
Penggugat rekonvensi dan tagi pula perceraian im datangnya dari pihak suami,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugal rekonvensi diwajibkan untuk
membayar mutah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan
pokak minimum  dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi
sebagai secrang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum
Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi Mutah sebesar Rp. 3..000.000 {tiga
juta rupiahy,

Menimbang bahwa dalam AlQur'an dalam menjelaskan mengenai

hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagat berikut .

S —.-’-‘_i

i T e Gl e e S S

Artinya |

Kepada wanita-wanita yang diceraikan {hendaklan} diberi oleh suaminya
mut'ah sebagal suatu kewajipan bagi orang-orang yang takwa (0S5 Al-

Bagarah : 241},

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi [
Termohon Konvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000 - {Lima juta rupiah) perbulan.

tuntutan mana disanggupi oleh Tergugat rekenvensi sebesar Rp. 1.000.004 -
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Disclaimer

(Satu juta rupiah}, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c} dan Pasal
149 huruf {d}) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Silama perkawinan
putus karena talak. maka bekas suami wajib membernikan biaya hadhanah
untuk anak-anaknya yang belum mencapal umur 21 tahun, maka Tergugat
rekonvens: diwajibkan untuk membayar aya hadhanah/pemeliharaan
terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak
hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhuan hidup anak
dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang
Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukurn  Tergugat
Rekanpensi untuk memenuhi biaya hadhanah sejumlah Rp.1.000.000.- {Satu
juta rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya
kesehatan yang harus dibayar paling fambat tanggal 10 pada bulan yang
bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus diri sendir {usia 21 tahun ) atau telah kawin,

Menimbang. agar putusan im dapat dijalankan, maka Tergugat
rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan
tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewaijiban sebagaimana
disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat
dilaksanakan secara suka rela. aman dan tanpa syarat. maka akan
dilzksanzkan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat
keamanan lain yang berwenang,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas. maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuh|
alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat

rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan  menoclak untuk selain dan

Him 14 dan 18 Putusan Nomor 1025/8Pdt G/2016/424 . BM.
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selebihnya,

Menimbang. bahwa berdasarkan FPasal 84 ayat (1) dan (2} Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradiian Agama yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, -Pantera Pengadian atau pejabat
yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tga puluh) han
mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon
dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan
memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memenntahkan Panitera
Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
ketentuan tersebut,

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa
perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-
undang Nomer 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula
diatur dalam perubanan kedua dalam Undang-undang Nomar 50 Tahun 2009
maka biaya perkara dibebankan kepada Femahon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan  peraturan

‘ Perundang-ungangan yang berkzitan dengan perkara ini.
MENGADIL!

DALAM HKONVENS

1. Mengabulkan permochonan Pemohon Kenvenst,

Himn. 15 dan 18 Putusan Notmor 1025PdL G/2076/P4 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 15
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Firmansyah bin H. Suaeh} untuk

menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon Konvensi {Dewi Sartika
binti Syamsuddin) di depan sidang Pengadifan Agama Bima;

3 Memernntzhkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menginmkan
Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat  Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mpunda. Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian,

2. Menetapkan bahwa 1 orang anak yang bernama Dzipa Nafisyah umur 4
tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan
ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang uniuk
menjenguk atau mengajak jalan-zlan atau ingin merawat beberapa hari
terhadap anak tersehut.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi herupa .

31 Uang iddah sejumtah Bp 3 000 000.- (Tiga juta rupiah);
3.2, ang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah):

3.3. Nafkah pemeliharaan 1 arang anak sejumlah Rp. 1.000 000 - { Satu

juta rupiah };
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonwvensi untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela
aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban

sabagaimana lersebut dalam dictum Nomor 3 putusan i dan apabila

MHim 16 dari 18 Putusan Nomor 10258Pd G/2016/F4 BM
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putusan ini tidak dapat difaksanakan secara sukareia, aman dan tanpa

syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat

kepalisian atau aparat keamanan lain yang terkait.
DALAM KONVENS] DAN REKONVENSI ;

Membebankan kepada Pemohon Konvenis/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar tiaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000.- (Dua ratus delapan praluh

enam ribu rupiah},

Demikian Putusan im dijatuhkan dgalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Senin, tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 24 Dzulhijah 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima
yang tecdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Agus Sofwan
Hadi. dan Muhamad Isna Wahyudi, 5.H.1.. M 5] masing-masing sebagai Hakim
Anggaota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
urtuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi ocleh Hakim
Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Dra Nurhayati, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadin oleh Pemchon  dan
Termohon;
el TEirAl w Setua Majslis,
%Ml% » .
F;*GJ\E1 £4rids w
e R dlyadi, S Ag.

PR

-

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

_/
AU

Drs. M. Agus Sofwan Hach M.sna Wahyudi. S HI1, MS 1
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Panitgra Pengganti,

e

Dra. Nurbayat

Perincian Biaya Perkara .

1. Biaya pendaftaran . Rp. 30.000 -
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan ;. Rp. 185000 .-
4 Biaya Redaksi : Rp.  5000.-
5 BjayaMeterai - Rp 6.000-

Jumlah Rp. 286.000,-

Him 18 dar 12 Pufusan Nomor 1025t G/2010/FA.8BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



